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Abstract

In the traditional activities and rituals of Hindu religion in Bali (both in the desa  pakraman, in banjar or in groups of relatives and neighbors) appeared between the man with the women running a relatively balanced role. There was segregation between the types of ceremonial events for men and women are. Difficult to say whether gender equality had been going on, because it's all the activities carried out is highly normative. However, in terms of gender equity, both male and female adults have had and given swadhrama / responsibilities of each in customary activities. 
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Pendahuluan
Status dan kedudukan perempuan menjadi isu sentral dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Hal ini disebabkan kecenderungan masih adanya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang lebih didasarkan pada aspek biologis dan fisiologis. Dikotomi peran itu mendapatkan tempat dalam budaya patriarkhi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan diskriminatif dan kurang menguntungkan bagi kaum perempuan (Arjani, 2003). 

Perbedaan status peran laki-laki dan perempuan yang sering disebut perbedaan gender (gender difference) sesungguhnya merupakan hal yang biasa sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan gender (gender inequality). Tetapi dalam realitas, perbedaan gender itu sering menimbulkan berbagai ketimpangan atau ketidakadilan. Bentuk-bentuk ketidakadilan itu, sebagaimana diungkapkan oleh Fakih (1996:12) adalah: pelebelan yang bersifat negatif terhadap jenis kelamin tertentu (stereotype), proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan (marjinalisasi), penilaian peran jenis kelamin tertentu lebih rendah (subordinasi), peran ganda pada salah satu jenis kelamin (double burden), dan tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik (violence).

Bentuk-bentuk  ketidakadilan gender itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga Pemerintah Indonesia mengusahakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan, seperti dinyatakan melalui Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Keseteraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan  gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Pemprov Bali dan PSW Unud, 2005:10-11).

Saat ini kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat muncul ke permukaan baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Provinsi Bali kesenjangan gender terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan lainnya. Kondisi ini ditunjukkan oleh hasil Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS tahun 2002 yakni untuk bidang pendidikan, angka buta huruf penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang berhasil menamatkan SMU ke atas adalah: 21,0% : 32,1%. Kesenjangan gender di bidang ketenagakerjaan nampak dari perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan, yakni: 75,9% : 59,0%. Di bidang politik kesenjangan gender tercermin dari perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang terlibat di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Selama ini ada anggapan bahwa isu gender dalam masyarakat Bali tidak perlu dipermasalahkan, karena pada dasarnya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan atau peran gender di masyarakat Bali umumnya dan masyarakat adat khususnya sudah adil dan setara dalam artian tidak ada masalah. Namun, apabila dicermati secara lebih seksama, bisa jadi anggapan itu menjadi bias. Temuan Pemprov Bali dan PSW Unud, 2005 memperlihatkan bahwa peran sosial kemasyarakatan, khususnya kegiatan yang bersifat formal seperti rapat di desa pakraman dan banjar masih didominasi oleh laki-laki. 
Dengan demikian, walau aturan sosial religius dalam masyarakat Bali mengakui adanya kesetaraan gender sebagaimana tampak dalam konsepsi purusa dan pradana, namun dalam prakteknya seringkali posisi perempuan Bali lebih lemah dibandingkan laki-laki. 

Dalam struktur adat peran perempuan hanya sebagai pelaku kegiatan saja, dan jarang mendapatkan kesempatan memberikan keputusan dalam musyawarah desa. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan adat, khususnya dalam pesamuan (musyawarah) yang memutuskan segala sesuatu terkait dengan masalah keagamaan ataupun kegiatan sosial lainnya, peran pria masih sangat dominan. Begitu pula, struktur hirarkis yang lebih mengutamakan posisi dan hak laki-laki menempatkan perempuan hanya sebagai penopang dan pelengkap dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, adat istiadat serta keagamaan. 

Disamping kondisi itu masih ada empat masalah mendasar yang membelit perempuan Bali hingga kini, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan (Mantra, 1993). Pertama, masalah pendidikan akibat tidak ada kemampuan dan kesempatan, terutama pada keluarga miskin. Kedua, masalah pola asuh dalam keluarga. Ada sikap yang lebih memanjakan anak laki-laki daripada perempuan. Sikap ini terkait dengan posisi laki-laki yang akan menjadi penerus kewajiban orang tuanya dan kaitan adat, seperti nganyah di banjar. Ketiga, masih adanya keengganan perempuan, terlibat aktif  di dalam kegiatan luar rumah. Keempat, hanyut dalam kehidupan materialistis yang lebih mengutamakan materi. Bentuk nyatanya, berupa rasa takut dibilang kuno atau tidak modern, ketinggalan jaman hanya karena tidak menggunakan pakaian atau perhiasan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikaji lebih jauh mengenai ksenjangan, ketidakadilan, kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalam kehidupan adat istiadat bagi perempuan Bali yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Tinjauan Pustaka
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Titik tolak kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran perempuan adalah kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ditjen Otda Depdagri, 2005).

Dalam lampiran Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, ada tiga pengertian yang penting untuk dipahami dan diinternalisasi berkaitan dengan isu gender, yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam pembangunan adalah segala strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuannya adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisiapsi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Dengan melakukan pengarusutamaan gender, dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender.

2. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

3. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Agar proses  yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.

Penerapan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan perencanaan yang matang amat penting untuk diperhatikan dan mempunyai arti yang besar tidak hanya bagi kehidupan keluarga tetapi juga bagi kehidupan bangsa di masa mendatang dalam menyiapkan sumber daya pembangunan yang tangguh dan yang potensial.
Masyarakat Desa di Bali

Pengertian desa di Bali masih bersifat mendua (dualisme), yaitu: pertama,  desa yang melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah ‘desa dinas’ atau ‘desa administratif’. Kedua, desa pakraman
, mengacu kepada kelompok tradisonal dengan dasar ikatan adat-istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut Kahyangan Tiga atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut Kahyangan Desa (Pitana, 1994; Pasek Diantha, 2003; Parimartha, 2003; Windia, 2003). Berdasarkan pertimbangan keunikan, kekhasan karakteristik, serta sifat otonomi asli yang dimilikinya, dalam tulisan ini dipilih membahas desa  pakraman, sehingga masyarakat desa yang dimaksudkan adalah masyarakat desa pakraman
.

Keberadaan masyarakat desa pakraman di  Bali dalam perjalanan panjang sejarahnya selalu terkait dan sejalan dengan dinamika kebudayaan Bali. Meskipun mempunyai ciri dan karakteristik tertentu, tetapi karena bersifat otonom, maka terjadi variasi bentuk dan aturan setempat antara desa pakraman yang satu dengan lainnya. Dari variasi yang beraneka ragam tersebut, para peneliti tentang Bali dan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) dengan berdasarkan tradisi dominan yang menjadi ciri desa pakraman, mengklasifikasikan desa pakraman  kedalam tiga tipe (Swellengerebel,  1960; Danandjaja, 1980;  MPLA, 1991 dan Reuter, 2005), yaitui: Desa Bali Aga (pegunungan), Desa Apanage  (dataran) dan Desa Anyar (baru).
Namun demikian, sekarang ini desa pakraman di Bali sudah diatur melalui Pearturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Menurut pasal 1 butir 4 peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Peran Perempuan Bali dalam Kegiatan Adat

Peran perempuan dan laki-laki Bali  dalam beberapa kegiatan adat istiadat  masih terjadi pembedaan.  Hal ini dapat dilihat ketika diadakan pesamuan (musyawarah) desa adat yang membahas masalah keagamaan atau sosial kemasyarakatan, maka peran laki-laki masih sangat dominan dalam menentukan kebijakan dan keputusan rapat, namun dalam pelaksanaan kegiatannya lebih banyak diambil oleh pihak perempuan. Dalam hal ini nampak tidak diakuinya keterwakilan perempuan Bali dalam pesamuan (pertemuan) desa adat di Bali. Salah satu kegiatan adat istiadat perempuan Bali yang masih dominan yaitu peran dan kewajibannya dalam praktek pembuatan bahan-bahan upacara keagamaan baik dilingkungan rumah tangganya maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya bahkan di desa adat tempat tinggalnya. 

Dalam berbagai sumber daya, akses laki-laki lebih dominan daripada perempuan, disebabkan oleh keterbatasan kepemilikan sumberdaya tertentu dalam rumah yang bersangkutan. Selain itu juga karena adanya sistem kekerabatan patrilinial di masyarakat yang menyebabkan sumber daya pribadi perempuan lebih rendah daripada laki-laki (Pemprov Bali dan PSW Unud, 2005).

Metode
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar mewakili daerah Bali Tengah dan Kota Denpasar wakil Bali Selatan. Dari masing-masing Kabupaten dan Kota ini diambil satu desa pakraman, yaitu Desa Pakraman Penestanan mewakili wilayah pedesaan dan Desa Pakraman Sumerta mewakili wilayah perkotaan. Pemilihan kedua desa pakraman ini dilakukan secara purposif (sengaja) dengan dasar pertimbangan bahwa keduanya dipandang mampu menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kegiatan adat istiadat bagi perempuan Bali. Hal ini mengingat masyarakat adat di Bali mempunyai kondisi yang relatif homogen terutama dari segi praktek budaya dan agama yang dianut. Di samping itu pemilihan lokasi seperti ini juga dilakukan atas dasar pertimbangan untuk dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesetaraan dan keadilan gender bagi pemermpuan Bali yang ada di daerah pedesaan dan perkotaan. 

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di masing-masing desa pakraman yang telah ditentukan sebagai lokasi penelitian. Dari masing-masing desa pakraman itu diambil 20 (sepuluh) rumah tangga untuk mendapatkan responden yang diambil secara purposif dengan kriteria: perempuan yang sudah berstatus kawin dan tercatat sebagai krama istri/ luh. Diutamakan rumah tangga yang masih utuh atau tidak berstatus janda atau duda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang isu gender yang ada pada masyarakat Bali. Selain sampel ini juga akan dipilih beberapa orang informan kunci seperti perempuan karier yang merupakan tokoh masyarakat atau politik dan tokoh agama.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, yakni melakukan pengamatan terhadap aktivitas perempuan khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat di lokasi penelitian. Disamping itu juga dipergunakan teknik kuesioner/ wawancara berstruktur dan pedoaman wawancara/ wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur dilakukan terhadap 20 orang responden dan wawancara tidak berstruktur atau wawancara mendalam (depth interview) dilakukan terhadap beberapa orang informan kunci.

Analisis Data

Analisis data penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif yang dilengkapi dengan teknik analisis data kuantitatif yang  terbatas setelah diolah, dapat berupa tabel distribusi frekuensi, rata-rata, grafik dan peta. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Selanjutnya, data dideskripsikan dengan membangun kategori yang menempatkan perilaku atas proses yang terjadi dengan mengorganisir data seputar topik, atau pertanyaan pokok. (Cassel dan Symon, 1994:220). Langkah ini disebut reduksi data yakni pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Setelah itu dilakukan  triangulasi yaitu analisis atas sejumlah informasi tertentu dari teknik wawancara tidak berstruktur (dari informan kunci) dengan hasil wawancara berstruktur (responden), hasil observasi di lapangan serta pengecekan ulang dari berbagai sumber dan dokumen lain lain.

Untuk memberikan gambaran kesetaraan dan keadilan gender dipergunakan teknik analisis gender yakni proses mengurai data dan informasi secara sistematik tentang kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan guna mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender, yakni faktor akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (Lenny N Rosalin, 2001:3).

Analisis data penelitian ini dilaksanakan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian sehingga menghasilkan grounded theory (Mantra, 2004:30). Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif karena memungkinkan untuk menguraikan latar secara penuh, dan dapat membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, serta menemukan kenyataan-kenyataan ganda dalam data.

Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Umum Provinsi Bali

Provinsi Bali terletak di sebelah Timur Pulau Jawa dan termasuk dalam rangkaian kepulauan Nusa Tenggara yang dulu pernah disebut kepulauan Sunda Kecil. Wilayah Provinsi Bali mencakup beberapa pulau, tetapi yang utama adalah Pulau Bali. Wilayahnya memanjang dari Utara ke Selatan pada posisi 8(.03’40”-8(.40’48” Lintang Selatan (LS) dan melebar dari Barat ke Timur pada posisi 114(.25’53”-115(.42’40” Bujur Timur (BT). Sebagai sebuah provinsi kepulauan, selain Pulau Bali yang menjadi pulau utama, juga terdapat Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Menjangan, dan Pulau Serangan. 

Wilayah Provinsi Bali memiliki perbatasan dengan Laut Jawa (Utara), Samudera Indonesia (Selatan), Selat Bali/ Provinsi Jawa Timur (Barat), dan Selat Lombok/ Provinsi Nusa Tenggara Barat (Timur). 
Secara umum Provinsi Bali beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Terdapat angin musim kemarau dan  musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba dengan curah hujan berkisar antara 0,0-425,4 mm. Rata-rata suhu maksimum berkisar antara 29,8(C-33,4(C dan rata-rata suhu minimum 21,9(C-32,5(C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November dan terendah pada bulan Juli dengan rata-rata kelembaban udara antara 73,3 hingga 82,1% (BPS Provinsi Bali, 2003:3-4). 

Provinsi Bali berdiri pada tanggal 14 Agustus 1958 melalui Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada saat itu, ibukotanya adalah Singaraja. Namun, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960 Nomor 52/2/36-136 yang diambil atas dasar resolusi DPRD Tingkat I Bali, kedudukan ibukotanya dipindahkan ke Denpasar (Soemargono, 1992). Sampai saat ini, Denpasar tetap menjadi ibukota Provinsi Bali.

Secara administratif, Provinsi Bali dibagi ke dalam sembilan Kabupaten dan Kota, 51 kecamatan, 565 desa dan 79 kelurahan. Kesembilan kabupaten dan kota itu adalah Kabupaten Jembrana (4 kecamatan, 51 desa, 259 banjar); Kabupaten Tabanan (8 kecamatan, 117 desa, 756 banjar); Kabupaten Badung (6 kecamatan, 61 desa, 547 banjar); Kabupaten Gianyar (7 kecamatan, 69 desa, 317 banjar); Kabupaten Klungkung (4 kecamatan, 59 desa, 272 banjar); Kabupaten Bangli (4 kecamatan, 69 desa, 317 banjar); Kabupaten Karangasem (8 kecamatan, 71 desa, 595 banjar); Kabupaten Buleleng (9 kecamatan, 146 desa, 572 banjar); dan Kota Denpasar (3 kecamatan, 43 desa, 448 banjar) yang menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali, 2005). Pada awalnya, Kota Denpasar menjadi bagian dari Kabupaten Badung, tetapi sejak 27 Februari 1992 masing-masing secara resmi menjadi Kabupaten/ Kota yang berbeda. 

Masing-masing kabupaten dan kota menunjukkan karakteristik yang berbeda. Dalam konteks demografi, wilayah yang paling heterogen adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan yang sering disebut “Sarbagita”. Perbedaan tersebut akibat adanya sentuhan pariwisata, baik sebagai daerah domisili, kunjungan atau daerah penunjang pariwisata. Pertumbuhan penduduk pulau Bali periode 1990-2000 adalah 1,31%. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk pulau Jawa 1,19%, tetapi lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk secara nasional 1,49%. Di Bali pertumbuhan penduduk berkisar antara 0,32%-3,32% dengan tertinggi di kota Denpasar 3.32% yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan terendah terjadi di kabupaten Klungkung 0,32% (BPS Bali, 2005).

Provinsi Bali memiliki luas 5.632 km2 atau 0,29% dari kepulauan Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Bali mencapai 3.179.898 jiwa pada tahun 2005 dengan kepadatan 565 jiwa/km2. Sebagian besar (93,18%) penduduknya memeluk agama Hindu. Kepadatan penduduk tertinggi 3.450 jiwa/ km2 di Kota Denpasar, melebihi kepadatan Bali (565 jiwa/km2). Kabupaten yang memiliki wilayah terluas dan jumlah penduduk terbesar adalah Buleleng, yaitu 588.662 jiwa atau 19,05 dari penduduk Bali. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Karangasem (166.552 jiwa), dan kepadatan terendah di Kabupaten Jembrana (259 jiwa/ km2).

Karakteristik Responden
Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah rumah tangga. Rumah tangga diartikan sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya, yang terikat dalam satu kesatuan ekonomi serta makan dalam satu dapur. Sedangkan respondennya adalah perempuan/ istri yang berstatus sebagai krama istri/ luh di banjar/ desa pakraman.

Responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, masing-masing 20 orang di Desa Pakraman Penestanan Gianyar  mewakili kategori Wilayah Desa; dan 10 orang di Desa Pakraman Sumerta Denpasar  mewakili kategori Wilayah Kota. Data lapangan menunjukkan bahwa umur responden berkisar antara 25-60 tahun. Secara keseluruhan, responden terbanyak (45,0%) berada pada kelompok umur 25-35 tahun, diikuti kemudian oleh kelompok umur 36-50 tahun  sebanyak  (30,5%), sedangkan jumlah terkecil (24 %) berada pada kelompok umur tertua yaitu di atas 50 tahun.

Secara umum tingkat pendidikan responden cukup tinggi. Hal ini tampak bahwa cukup banyak responden yang berhasil menamatkan pendidikan SMA yaitu 66% dan hanya 3 % responden yang tidak tamat SD. Jenjang pendidikan tertinggi, yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi adalah 31 %. Sedangkan, jumlah anggota rumah tangga responden baik mereka yang tinggal di wilayah desa maupun kota, relatif kecil atau sedikit. Hanya sebagian kecil responden yakni sebanyak 5 % mempunyai anggota rumah tangga di atas 5 orang dan sebanyak 10% responden yang mempunyai anggota rumah tangga 4-5 orang. Responden dengan anggota rumah tangga 2-3 orang mencapai jumlah yang paling banyak yaitu 85%.

Pada umumnya jenis pekerjaan yang digeluti responden sangat bervariasi. Mereka tersebar di dalam berbagai jenis mata pencaharian seperti pegawai negeri, petani, pengrajin, karyawan swasta dan lain-lain.

Peran Perempuan  dalam Kegiatan Adat 

Peran perempuan di desa dan di kota sungguh sangat kompleks baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat dalam berbagai kegiatan adat (Sudemen, 2003). Sebagai perempuan yang sudah berumah tangga dapat dipastikan bahwa selain sebagai istri yang harus mengurus rumah tangga mereka juga memerankan peran lain dalam lingkungan desa baik desa pakraman/ adat maupun desa dinas. Mereka memiliki tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipikul bersamaan dengan kewajiban mengurus rumah tangga.

Pada umumnya dalam kebudayaan Bali keterlibatan atau sumbangan perempuan untuk tugas-tugas tersebut termasuk sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam kedudukannya  sebagai istri dari seorang suami yang sudah mejadi anggota atau krama desa pakraman/ adat. Kewajiban perempuan di kedua lokasi penelitian kian bertambah manakala mereka juga bekerja mencari nafkah (berwirausaha) untuk berbagai alasan. Dengan demikian akan membawa konsekuensi terhadap peranannya sebagai perempuan semakin banyak. Dengan deimikian, peran ganda perempuan di kota dan desa pakraman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah perannya dalam kehidupan rumah tangga, serta peran  tradisional di desa pakraman, serta peran publik yaitu peran dalam ikut bekerja mencari nafkah.

          Dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan adat biasanya berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan di desa pakraman masing-masing. Kewajiban di desa pakraman  tersebut menurut Agung (1984:9) meliputi: (1) melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas kerama desa) seperti kerja bakti memperbaiki atau membangun pura milik desa pakraman, menyelenggarakan upacara dewa yadnya (ngodalin) di pura, menyelenggarakan upacara butha yadnya (mecaru) dan makiyis setiap satu tahun sekali (tilem kesanga), menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan desa pakraman, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa pakraman. (2) wajib menaati peraturan-peraturan yang berlaku di desa pakraman  baik yang tertulis didalam awig-awig maupun tidak tertulis yaitu yang disebut dengan pasuara dan sima yang berlaku. Disamping itu krama desa juga berkewajiban menjaga keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desa dan melaksanakan gotong royong antar sesamanya.

          Sedangkan kewajiban sebagai krama banjar pakraman/ adat pada hakikatnya merupakan bagian dari kewajiban krama desa pakraman. Dalam garis besarnya kewajiban kerama banjar adat adalah melaksanakan kewajiban yang merupakan tugas kerama banjar diantaranya: membantu dalam menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, Rsi Yadnya dan Butha Yadnya. Jadi kewajiban yang paling menonjol dalam kehidupan krama banjar adalah melaksanakan gotong royong dengan azas kekeluargaan dalam persekutuan hidup bersama dalam keadaan suka maupun duka.

           Dari kewajiban tersebut kalau dihubungkan dengan kewajiban-kewajiban yang pada umumnya dilakukan oleh perempuan Bali, khususnya di kedua lokasi penelitian secara garis besarnya dapat dirinci sebagai berikut: (1) Kewajiban saling membantu antar sesama warga dalam rangkaian upacara adat dan agama seperti upacara perkawinan, kematian, potong gigi, ngotonin yang merupakan upacara lingkaran hidup dan upacara lainnya yang merupakan kewajiban yang bersifat suka maupun duka. (2) Kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan di desa pakraman  pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan dengan kewajiban ikut menyumbangkan tenaga, pikiran dan materi demi kelancaran upacara. Kegiatan ini misalnya melaksanakan kewajiban adat ngayahang dan mengeluarkan pepeson (benda material atau uang) serta ikut serta mempersiapkan sarana upacara banten dan sejenisnya. (3) Kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan organisasi formal maupun nonformal yang menyangkut kegiatan perempuan seperti kegiatan dalam organisasi PKK, sekehe kesenian, serta perkumpulan-perkumpulan sosial yang sifatnya sementara.

          Kewajiban tradisional di rumah tangga dan di desa yang merupakan peran domestik diperoleh secara otomatis dari lingkungan sosial budaya mereka sebagai konsekwensi logis dari identitas sosialnya. Peran yang terwariskan itu diungkapkan dengan “sasana manut linggih, linggih manut sesana”, yang artinya peranan harus sesuai dengan kedudukan atau identitas dalam arti yang lebih spesifik, dan identitas menyertakan peran tertentu yang spesifik pula.

          Karena peran tradisional yaitu peran di rumah tangga dan di desa sebagai peran domestik diperoleh secara otomatis, maka peran itu mengikat perempuan, terutama dalam konteks penilaian perempuan Bali ideal yaitu anak luh luwih, Anak luh luwih adalah perempuan yang dapat secara sempurna melaksanakan peran sebagai ibu rumah tangga, melaksanakan peran dalam lingkup komunitas yakni sebagai warga desa serta melaksanakan peran sebagai pencari nafkah (perempuan kerja).

          Dalam peran atau kewajiban membantu antar sesama warga termasuk dalam lingkup keluarga dalam rangkaian upacara adat dan agama lebih sering disebut sebagai kegiatan menyama beraya. Menyama beraya merupakan kegiatan saling tolong menolong, rasa kekeluargaan terhadap keluarga maupun warga masyarakyat dalam lingkungan kumunitas banjar atau desa. Kegiatan menyama beraya merupakan kegiatan dan kewajiban adat yang telah mengakar pada masyarakat Bali. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan upacara Panca Yadnya yaitu Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra yadnya, Manusa Yadnya serta Butha Yadnya. Kegiatan  ini diarahkan pada pembentukan rasa kekeluargaan, kebersamaan, rasa solidaritas dan rasa saling memiliki yang dituangkan dalam bentuk seperti nguopin/matatulung    (memberikan bantuan tenaga dengan mengerjakan sesuatu), mejenukan (datang dengan membawa barang atau material dan memberikan doa restu serta dukungan moril).

          Pelaksanaan dari kegiatan tersebut sesungguhnya merupakan penerapan dari falsafah Hindu yang dikenal dan diyakini sebagai Tat Twam Asi yang artinya dia adalah engkau, engkau adalah dia. Tat Twam Asi mengajarkan bahwa di dalam kehidupannya orang selalu dituntun untuk dapat memahami orang lain. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia yang tidak dapat hidup menyendiri melainkan saling memerlukan bantuan sesamanya karena pada hakikatnya manusia adalah satu. Inilah yang menjadi landasan tata hidup yang serasi di desa pakraman  yang lazim disebut dengan istilah paras-paros, sigilik- saguluk, salunglung-sabayantaka yang mengadung pengertian bersatu dalam keadaan suka dan duka sampai nafas yang terkahir (Agung, 1987:5).

          Kewajiban dalam kegiatan yang dilaksanakan  berkaitan dengan upacara keagamaan di desa pakraman  merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam rangka ikut menyiapkan sarana upacara, memperlancar upacara, menyukseskan serta ikut melaksanakan upacara tersebut. Sejak seseorang menjadi anggota desa pakraman, ia dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan memahami hak-hak sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian seseorang berusaha menyeralaraskan dirinya agar tidak menodai serta menimbulkan ketidak tertiban di masyarakat. Orang berusaha agar tidak dikucilkan karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan atau disepakati. Apabila hal itu sampai terjadi akan membawa aib dan noda yang tercela di masyarakat, oleh karena itu aspek yang menonjol dari fungsi desa pakraman  adalah sebagai tempat pendidikan untuk mengembangkan solidaritas sebagai yang bermakna (Bagus, 1994: 19). Hal-hal yang bernilai di desa pakraman  adalah hal-hal yang mampu menyatukan kehidupan warganya. Kewajiban adat ini dapat berupa memberikan bantuan tenaga secara sukarela (ngayahang), mengeluarkan material/uang (papeson), serta kewajiban untuk hadir pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kedudukan dan statusnya di desa pakraman. Makna dari ngayah adalah mengandung pengertian rela berkorban, kebersamaan, rasa persatuan, saling tolong menolong, rasa bakti dan mengutamakan kepentingan umum di desa pakraman.

          Sedangkan kewajiban perempuan dalam organisasi baik formal maupun informal dapat berupa kegiatan atau aktivitas pada oragnisasi PKK dengan segala aktivitasnya yang harus didukung oleh seluruh warga. Selain itu kegiatan-kegiatan yang bersifat informal dapat berbentuk perkumpulan atau sekehe baik yang bersifat permanen maupun sementara (temporer) seperti perkumpulan atau sekehe kesenian (pesantian, sekehe gong/tari atau kesenian lainnya). Perkumpulan yang bersifat temporer dapat berupa sekehe dalam lapangan pertanian seperti sekehe mamula, sekehe panen dan sekehe lainnya yang kepentingannya sewaktu waktu.

          Hampir setiap jenis upacara di atas selalu ditandai dan baru dianggap tuntas atau selesai bila menggunakan sarana upacara yang disebut banten. Banten  adalah sajen atau persembahan dalam upacara keagamaan (Dinas Pengajaran Tk I Bali, 1993:60). Nama, bentuk dan jenis banten sangat beraneka ragam sesuai dengan pandangan budaya masyarakat Bali yang dijiwai agama Hindhu.  Nama, bentuk. Jenis, dan kuantitas (jumlah) banten yang diperlukan sangat tergantung dari jenis dan tingkatan upacara. Masyarakat Bali mengenal tingkatan upacara nista, madya dan utama yang sering kali disesuaikan dengan kemampuan ekonominya.

          Untuk menyiapkan banten yang jumlah dan jenisnya beraneka ragam dan yang sering dianggap rumit, diserahkan kepada warga perempuan, sehingga membuat banten dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Membuat banten dimulai dari kegiatan menyiapkan perlengkapan sajen, mejejahitan serta mengatur dan menyiapkan sarana upacara atau metanding.

 Beberapa kewajiban atau peran yang harus diemban oleh perempuan di kedua lokasi penelitian tersebut melekat dengan sendirinya sesuai status dan kedudukannya. Kompleksitas peran yang diemban oleh perempuan Bali, serta ditambah lagi dengan peran dalam usaha ikut mencari nafkah sudah tentu diperlukan kemampuan untuk mengatur pelaksanaan kewajiban tersebut sehingga tidak terjadi ketimpangan peran yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan serta ketidakadilan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut.

Kesetaraan dan Keadilan Gender  (KKG)

Aktivitas perempuan dalam kegiatan adat dalam penelitian ini dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: pasangkepan (rapat-rapat), gotong royong, kegiatan upacara dan pesantian (nyanyian keagamaan secara berkelompok).

Dari hasil penelitian tampak bahwa kegiatan adat umumnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa. Hal ini tampak dari persentase pengakuan responden berikut. Di desa rata-rata sebanyak 48  persen responden menyatakan laki-laki dewasa melaksanakan kegiatan adat, dan rata-rata sebanyak 52 persen menyatakan perempuan dewasa menjalankan peran serupa. Sedangkan di kota, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dewasa melaksanakan kegiatan tersebut, secara berturut-turut adalah 55 persen dan 45 persen. Artinya, bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan adat relatif sudah ada KKG antara laki-laki dewasa dan perempuan, baik di wilayah desa maupun kota.

Bidang kegiatan yang dominan dilakukan meliputi lima jenis upacara dalam Agama Hindu (Panca Yadnya), yakni Dewa Yadnya (upacara persembahan untuk Tuhan dengan segala manifestasinya), Pitra Yadnya (upacara persembahan untuk para leluhur), Resi Yadnya (upacara persembahan untuk pinandita dan orang-orang suci), Manusa Yadnya (upacara dalam tahap-tahapan kehidupan sebagai manusia) dan Butha Yadnya (upacara untuk butha kala dan bentuk kehidupan yang lebih rendah). Hampir sebagian besar responden (86%) di desa maupun di kota menyatakan sudah ada pemilahan yang jelas antara jenis kegiatan upacara untuk laki-laki dan perempuan dewasa. Hanya 14 persen yang menyatakan peran tertentu dalam kegiatan Panca Yadnya itu bisa digantikan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa adat dan agama di Bali sudah mengatur dengan sangat detail mengenai jenis-jenis kegiatan yang biasa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa dalam upacara Panca Yadnya. Sulit menyatakan apakah kesetaraan gender sudah berlangsung, karena memang segala kegiatan yang dilakukan bersifat sangat normatif. Tetapi, dari sisi keadilan gender, baik laki-laki maupun perempuan dewasa sudah memiliki dan diberikan swadarma /kewajiban masing-masing dalam kegiatan adat.

Dalam hal pesamuan (musyawarah) desa adat/ pakraman yang membahas masalah keagamaan atau sosial kemasyarakatan,  peran laki-laki dan perempuan dewasa di kota (75%) dan desa (86%) masih belum setara dan adil dari perspektif gender. Laki-laki dewasa, karena pola hidup dan budaya patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah) masih sangat dominan dalam menentukan kebijakan dan keputusan rapat, namun dalam pelaksanaan kegiatannya lebih banyak diambil oleh pihak perempuan. Keterwakilan perempuan Bali dalam pesamuan (pertemuan) desa adat di Bali belum tampak. Salah satu kegiatan adat-istiadat perempuan Bali yang masih dominan yaitu peran dan kewajibannya dalam praktek pembuatan bahan-bahan upacara keagamaan baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya bahkan di desa adat/ pakraman tempat tinggalnya. Oleh karena itu, responden menyatakan sangat jarang (14% di kota dan 5% di desa) aspirasi kaum perempuan dewasa bisa ‘mewarnai’ hasil-hasil keputusan rapat (pasangkepan) desa pakraman/ adat. Dengan kata lain, pembuatan keputusan-keputusan strategis dalam kegiatan-kegiatan adat masih dominan dipegang oleh pihak laki-laki dewasa.

Dalam pembuatan banten untuk upacara keagamaan sepenuhnya dikerjakan oleh para perempuan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sebagian besar dari perempuan perkotaan (86%) dan perempuan pedesaan (93%) tidak bisa memperkirakan rata-rata kegiatan adat yang dilakukan di lingkungan keluarga dan di desa pakraman masing-masing. Hal ini karena dalam tradisi agama Hindu di Bali terdapat kegiatan Panca Yadnya yang meliputi upacara agama, yaitu Dewa Yadnya, Bhuta Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya dan Manusa Yadnya. Menurut Lontar Agastya Parwa, dijelaskan masing-masing bermakna persembahan minyak, biji-bijian kepada Dewa Siwa, Agni di tempat pemujaan dewa; menghormati pendeta dan membaca-baca kitab suci; upacara kematian agar roh mencapai alam Siwa; menyejahterakan tumbuh-tumbuhan dan menyelenggarakan upacara tawur dan Panca Wali Krama; serta memberi makanan kepada masyarakat.

Walau tidak bisa diperkirakan intensitas kegiatan adat itu, namun perempuan Bali secara adat dan tradisi sangat dominan melaksanakan upacara Panca Yadnya itu. Dalam upacara Dewa Yadnya, misalnya mereka menghaturkan canang dengan kelangkapannya sehari-hari tiap-tiap Kliwon (lima hari sekali), Kajeng Kliwon (15 hari sekali) tiap-tiap Purnama dan Tilem (satu bulan sekali), tiap-tiap Tumpek, Buda Kliwon, Buda Cemeng, Anggar Kasih, Buda Umanis yang dilaksanakan sebulan sekali. Pelaksanaan Dewa Yadnya itu berdasarkan perhitungan wuku, wewaran, dan sasih. Upacara Dewa Yadnya dilakukan pula dalam bentuk upacara pujawali atau ngodalin di pura atau sanggah merajan. Upacara ngodalin itu didahului pula oleh upacara melaspas pura atau pelinggih bagi yang baru membuat tempat suci. Ada juga upacara mendem pedagingan bagi yang pelinggihnya belum diisi pedagingan dan juga upacara menyusun pedagingan (menambah pedagingan pelinggih atau sanggah merajannya) bagi yang sudah mendem pedagingan lebih dari sepuluh tahun. Upacara Dewa Yadnya ini dilaksanakan pula dalam bentuk merayakan suatu hari raya seperti melasti dalam rangka Tawur Kesanga, selain Galungan, Saraswati dan hari raya Hindu lainnya. Tampak betapa tingginya intensitas dan rutinitas perempuan dalam pelaksanaan Dewa Yadnya ini. Hal ini belum termasuk tambahan dari empat jenis Yadnya yang lain, yakni Bhuta Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya dan Manusa Yadnya. Tiada berlebihan bila tampak perempuan Bali sangat suntuk dengan kegiatan adat, khususnya upacara yadnya atau agama, karena sepertinya tiada hari tanpa upacara yadnya/ keagamaan.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban atau ayahan desa, 85 persen perempuan pedesaan menyatakan bisa menerima sistem ayahan yang telah ditetapkan dalam awig-awig desa pakraman. Awig-awig itu sudah mengatur apa dan bagaimana ayahan krama lanang (laki-laki dewasa) dan krama istri (perempuan dewasa). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 74 persen perempuan perkotaan. Baik perempuan pedesaan maupun perkotaan tidak menganggap perbedaan dalam hal kewajiban atau ayahan desa itu sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Desa pakraman di wilayah perkotaan, menurut pengakuan responden 67 persen sudah bersifat fleksibel dalam hal pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga memungkinkan bisa diikuti oleh sebagian besar warga termasuk yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tetapi, perempuan pedesaan umumnya masih merasa masih belum ada kelonggaran dalam hal waktu kegiatan adat. Tampak sebagian besar responden atau 82 persen menyatakan kegiatan-kegiatan adat masih dilaksanakan bersamaan dengan jam kerja para pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta. Kalau mereka tidak bisa mengikuti kegiatan biasanya dikenakan sanksi menyerahkan sejumlah uang, yang disebut dengan dedosan, kecuali kalau mereka mewakilkan kepada perempuan anak yang dianggap sudah mampu melaksanakan kegiatan adat itu. Besarnya dedosan pada saat berhalangan itu sangat bervariasi antara satu desa pakraman dengan desa pakraman yang lain.

Penutup
Simpulan

a. Dalam kegiatan adat dan ritual keagamaan Hindu di Bali (baik di desa pakraman, di banjar maupun di kelompok kerabat dan tetangga) tampak antara laki-laki dengan perempuan menjalankan peranan yang relatif seimbang.

b. Sudah ada pemilahan antara jenis kegiatan upacara untuk laki-laki dan perempuan dewasa tersebut. Sulit menyatakan apakah kesetaraan gender sudah berlangsung, karena memang segala kegiatan yang dilakukan bersifat sangat normatif. Tetapi, dari sisi keadilan gender, baik laki-laki maupun perempuan dewasa sudah memiliki dan diberikan swadarma /kewajiban masing-masing dalam kegiatan adat.

c. Dalam hal pesamuan (rapat) desa adat/ pakraman yang membahas masalah keagamaan atau sosial kemasyarakatan,  peran laki-laki dan perempuan dewasa di kota dan desa masih belum setara dan adil dari perspektif gender. Laki-laki dewasa, karena pola hidup dan budaya patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah) masih sangat dominan dalam menentukan kebijakan dan keputusan rapat, namun dalam pelaksanaan kegiatannya lebih banyak diambil oleh pihak perempuan. 

d. Dalam hal pelaksanaan kewajiban atau ayahan desa, sebagain besar perempuan pedesaan dan perkotaan menyatakan bisa menerima sistem ayahan yang telah ditetapkan dalam awig-awig desa pakraman.  Mereka umumnya tidak menganggap perbedaan dalam hal kewajiban atau ayahan desa itu sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. 

e. Desa pakraman di wilayah perkotaan relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan desa pakraman di pedesaan dalam hal pengaturan jadwal  pelaksanaan kegiatan adat/ agama. 

Saran
Dalam upaya lebih memberdayakan perempuan dalam kegiatan adat di desa pakraman, terutama dalam menyalurkan aspirasinya, maka pada masa-masa mendatang perlu melibatkan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan di desa/ banjar pakraman dengan melibatkan mereka dalam rapat/ pasangkepan di banjar/ desa pakraman.
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